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BUPATI SIDENRENG RAPPANG 
PROVINSI SULAWESI SELATAN   

 
PERATURAN  BUPATI SIDENRENG RAPPANG 

NOMOR  53   TAHUN 2020 
 

TENTANG 
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 41 TAHUN 2016 

TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, 

FUNGSI, URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN DAN 

KEBUDAYAAN KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI SIDENRENG RAPPANG, 

 
Menimbang : a. bahwa untuk lebih efektifnya pelaksanaan tugas dan 

fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, perlu 
mengubah susunan organisasi seksi tenaga 
kebudayaan; 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati Sidenreng Rappang tentang Perubahan Atas 

Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 41 Tahun 
2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas 

Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas 
Pendidikan dan Kebudayaan.  

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1822); 

  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 
Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6398); 
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 

Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 

SALINAN 
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  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5679); 
  5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 292, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 

  6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 
Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk 
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 157); 
  8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 

47 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat 

Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1498); 

  9. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang 
Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng 

Rappang (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng 
Rappang Tahun 2016 Nomor 15), Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 51) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas 

Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Sidenreng Rappang (Lembaran Daerah 

Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019 Nomor 5); 
 

MEMUTUSKAN 
 

Memperhatikan : PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG TENTANG 

SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, 
FUNGSI, URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA DINAS 
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN 

SIDENRENG RAPPANG 
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Pasal I 
 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 41 

Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, 
Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten 

Sidenreng Rappang (Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 
2016 Nomor 41) diubah sebagai berikut: 
 

1.  Ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf e angka 3 diubah, sehingga berbunyi 
sebagai berikut:  

 

BAB II  

SUSUNAN ORGANISASI 
 

Pasal 2  
 

(1) Susunan Organisasi Dinas, terdiri atas :  

a. Kepala Dinas;  
b. Sekretariat, terdiri dari; 

1. Subbagian Perencanaan  
2. Subbagian Keuangan  
3. Subbagian Umum dan Kepegawaian  

c. Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non 
Formal, terdiri dari:  
1.  Seksi Kurikulum dan Penilaian;  

2.  Seksi Kelembagaan, Sarana dan Prasarana;  
3.  Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter.  

d. Bidang Peserta Didik dan Pembangunan Karakter, terdiri dari;  
1.  Seksi Kurikulum dan Penilaian;  
2.  Seksi Kelembagaan, Sarana dan Prasarana;  

3.  Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter.  
e. Bidang Pembinaan Ketenagaan, terdiri dari;  

1. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia 

Dini dan Pendidikan Non Formal;  
2. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar;   

3. Seksi Data dan Informasi Pendidikan Tenaga Kependidikan 
f. Bidang Kebudayaan, terdiri dari; 

1.  Seksi Cagar Budaya dan Museum; 

2. Seksi Sejarah dan Tradisi;  
3. Seksi Kesenian. 

g. Jabatan Fungsional. 
(2) Bagan susunan organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.  
 

2. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 
 

Pasal 20 
 

(1) Seksi Data dan Informasi Pendidikan Tenaga Kependidikan dipimpin 

oleh Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 
Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan, mempunyai tugas 
menyiapkan bahan dan melakukan perumusan dan pelaksanaan 

kebijakan operasional, bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi 
serta pelaporan pelaksanaan bidang data dan informasi pendidikan 

tenaga kependidikan. 
(2) Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan sebagai 

berikut : 

a. menyusun rencana kegiatan Seksi Data dan Informasi 
Pendidikan Tenaga Kependidikan sebagai pedoman dalam 
pelaksanaan tugas; 
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b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas 
sehingga berjalan lancar; 

c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas 
dalam lingkungan Seksi Data dan Informasi Pendidikan Tenaga 

Kependidikan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan 
tugas; 

d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau 

menandatangani naskah dinas; 
e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya; 
f. melakukan fasilitasi identifikasi masalah data dan informasi 

pendidik dan tenaga kependidikan; 
g. melakukan penyusunan bahan koordinasi pelaksanaan 

kebijakan, rancangan kebutuhan, verifikasi dan validasi data dan 
informasi; 

h. melakukan penyusunan rancangan penyajian, memantau dan 

mengevaluasi penggunaan data dan informasi; 
i. melakukan penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi kerja 

sistem pendataan dan informasi 
j. melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan 

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

k. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Seksi Data 
dan Informasi Pendidikan Tenaga Kependidikan, dan 
memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan 

perumusan kebijakan; dan 
l. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan 

sesuai bidang tugasnya. 
 

Pasal II 
 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatanya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidenreng 
Rappang. 

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng  

pada tanggal, 28 Desember 2020 
 

BUPATI SIDENRENG RAPPANG, 

 
 ttd 

 

             DOLLAH MANDO 
Diundangkan di Pangkajene Sidenreng  

pada tanggal, 28 Desember 2020  
 

         SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG, 
 

 
  ttd 

 
              SUDIRMAN BUNGI 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2020 

NOMOR  53 
Salinan sesuai dengan aslinya 
       Sekretariat Daerah Kabupaten 

           Kepala Bagian Hukum  
 

              A. KAIMAL,SH 


